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Abstract : This study aims to examine the gap between the performance of the marine and
fisheries sector and subnational fiscal capacity, and to formulate an institutional framework
for integrating blue finance instruments into the provincial budgeting system (APBD) of
North Sulawesi. An explanatory sequential mixed-methods design was employed. The
quantitative phase applied descriptive analysis and simple linear regression to time-series
data (2021-2025) from Statistics Indonesia and fiscal reports to assess the relationship
between fisheries exports, sectoral GDP, and local own-source revenue. The qualitative
phase used thematic analysis of regional development plans, fiscal policy documents, and
academic literature on sustainable finance to identify regulatory, institutional, and
financial constraints. The results reveal a development paradox: although fisheries exports
grew rapidly (CAGR = 10.4% during 2021-2024) and showed a strong positive correlation
with sectoral GDP, this growth did not translate into higher fiscal autonomy, as more than
60.48% of regional revenue still originated from central government transfers. Based on
these findings, the study proposes a Blue Economy Financing Framework that combines
marine asset valuation, bankable project identification, and innovative instruments such
as municipal blue bonds and environmental impact bonds to expand fiscal space and
support sustainable marine-based development.
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PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memiliki karakteristik geografis yang unik dengan bentuk
kepulauan, garis pantai yang panjang, serta posisi strategis di jalur perdagangan Asia—Pasifik.
Kondisi ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi
regional, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan
tenaga kerja, maupun kinerja ekspor. Potensi sumber daya laut yang melimpah, mulai dari ikan
pelagis, tuna, hingga komoditas perikanan budidaya, memberikan peluang besar bagi Sulut
untuk memperkuat daya saing di pasar internasional. Dalam dua dekade terakhir, konsep blue
economy berkembang sebagai paradigma pembangunan yang menekankan optimalisasi
pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi teknologi
(World Bank, 2017; Voyer et al., 2018).

Namun, transisi menuju ekonomi biru tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi dan
kebijakan sektoral, tetapi juga memerlukan dukungan sistem pembiayaan publik yang memadai.
Dalam praktiknya, manajemen keuangan publik daerah di Indonesia masih berorientasi pada
pendekatan konvensional, dengan fokus utama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) melalui pajak dan retribusi. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari
pemerintah pusat juga masih menjadi ciri khas struktur fiskal daerah (Lewis, 2017). Akibatnya,
sektor kelautan sering diposisikan sebagai objek pemungutan penerimaan jangka pendek, bukan
sebagai aset produktif jangka panjang yang dapat dijadikan dasar penerbitan instrumen
pembiayaan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara potensi ekonomi biru yang
besar dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas untuk mendukung pengembangannya.

Keterbatasan ruang fiskal daerah berdampak langsung pada rendahnya kapasitas
pemerintah provinsi dalam membiayai proyek-proyek strategis ekonomi biru yang bersifat padat
modal. Proyek seperti pengembangan pelabuhan perikanan terpadu, pembangunan fasilitas cold
storage, industri pengolahan hasil laut, serta sistem pemantauan sumber daya ikan berbasis
teknologi membutuhkan investasi besar yang tidak dapat ditopang hanya oleh PAD dan transfer
pusat. Kondisi ini menyebabkan pembangunan infrastruktur kelautan berjalan lambat dan
sporadis, sehingga mengurangi daya saing Sulut dalam menghadapi dinamika perdagangan
global. Pada situasi tersebut, gagasan mengenai blue finance muncul sebagai alternatif kebijakan
fiskal yang relevan. Blue finance dipahami sebagai upaya mobilisasi sumber pembiayaan dari
sektor publik maupun privat untuk menunjang kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan
(OECD, 2020; Bennett et al., 2019).

Konsep blue finance tidak hanya menekankan pada diversifikasi sumber pembiayaan,
tetapi juga pada integrasi aspek keberlanjutan dalam instrumen fiscal (Rahmayanti et.al., 2025).
Dengan adanya blue finance, pemerintah daerah dapat mengembangkan instrumen pembiayaan
inovatif seperti obligasi tematik (blue bonds), skema blended finance, maupun kemitraan publik-
swasta untuk mendukung proyek-proyek kelautan. Instrumen ini memungkinkan daerah
memperoleh dana jangka panjang dengan biaya modal yang lebih rendah, sekaligus mengaitkan

pembiayaan dengan manfaat lingkungan. Dengan demikian, blue finance dapat menjadi solusi
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atas keterbatasan fiskal daerah sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan
berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis hubungan antara kinerja sektor kelautan—
perikanan dengan struktur pendapatan dan kapasitas fiskal APBD Provinsi Sulawesi Utara; serta
(2) merumuskan kerangka integrasi blue finance ke dalam sistem penganggaran daerah secara
institusional dan teknis. Analisis ini penting karena selama ini literatur empiris mengenai
hubungan ekonomi biru dan manajemen keuangan publik di tingkat pemerintah daerah
Indonesia masih terbatas. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat terisi kekosongan
pengetahuan mengenai bagaimana sektor kelautan yang produktif dapat dikaitkan dengan
instrumen fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan
rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas
fiskal sekaligus mendorong pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek potensi ekonomi sektor
kelautan atau pada tata kelola fiskal daerah secara terpisah, tanpa mengkaji keterkaitan
struktural antara produktivitas sektor kelautan dan kapasitas fiskal daerah secara komprehensif.
Selain itu, kajian mengenai integrasi instrumen blue finance ke dalam sistem penganggaran daerah
masih didominasi oleh pendekatan konseptual di tingkat nasional maupun global, sehingga
belum banyak memberikan model implementatif yang kontekstual bagi pemerintah daerah.
Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat terisi kekosongan pengetahuan mengenai bagaimana
sektor kelautan yang produktif dapat dikaitkan secara sistematis dengan instrumen fiskal yang
berkelanjutan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan
rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas

fiskal sekaligus mendorong pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-
analitis berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan kekuatan
analisis kuantitatif yang bersifat objektif dengan kedalaman analisis kualitatif yang lebih
kontekstual. Tahap awal dilakukan melalui analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi pola
hubungan antar

variabel, yang kemudian diperdalam dengan analisis kualitatif guna memberikan
penjelasan lebih komprehensif terhadap temuan empiris dalam konteks kebijakan. Dengan
demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menjelaskan
dinamika fiskal dan ekonomi biru secara lebih menyeluruh.

Pada tahap kuantitatif, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi yang kredibel.
Publikasi tahunan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat
Statistik periode 2021 hingga 2025 menjadi sumber utama untuk data makroekonomi. Selain itu,
statistik perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan digunakan untuk memperoleh
informasi mengenai volume dan nilai ekspor komoditas perikanan. Laporan realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga dianalisis untuk
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memahami struktur pendapatan daerah. Variabel penelitian terdiri atas variabel independen
berupa volume ekspor perikanan dalam satuan ton dan nilai ekspor perikanan dalam satuan
dolar Amerika Serikat. Sementara itu, variabel dependen mencakup Produk Domestik Regional
Bruto sektor perikanan, Pendapatan Asli Daerah, dan proporsi dana transfer dalam struktur
pendapatan daerah. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif
untuk mengidentifikasi tren, perhitungan compound annual growth rate (CAGR) untuk mengukur
laju pertumbuhan ekspor, serta regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara
pertumbuhan ekspor dengan kontribusinya terhadap PAD dan PDRB sektor perikanan.

Tahap kualitatif dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan yang relevan dengan
konteks fiskal dan pembangunan daerah. Dokumen yang dianalisis mencakup Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara, serta Kajian Fiskal Regional dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Selain itu, literatur akademik mengenai pembiayaan biru, obligasi daerah, dan pembiayaan
pembangunan berkelanjutan turut dijadikan referensi. Data kualitatif dianalisis dengan
menggunakan pendekatan thematic analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang
berkaitan dengan hambatan regulasi, kesiapan kelembagaan, peluang investasi, serta desain
instrumen pembiayaan inovatif.

Dengan kombinasi kedua tahap tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara kinerja sektor kelautan dan perikanan
dengan kapasitas fiskal daerah. Lebih jauh, hasil penelitian juga diharapkan dapat menawarkan
kerangka integrasi blue finance dalam sistem penganggaran daerah, sehingga mendukung

pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Sektor Kelautan dan Kontribusi Ekonomi Daerah

Sektor kelautan, khususnya perikanan, memainkan peran yang sangat signifikan dalam
perekonomian Sulawesi Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasca-pandemi COVID-19,
sektor ini mampu bangkit dengan cepat dan bahkan mencatatkan pertumbuhan ekspor yang
konsisten. Data menunjukkan bahwa volume ekspor perikanan meningkat dari sekitar 20 ribu
ton pada tahun 2021 menjadi lebih dari 28 ribu ton pada tahun 2024, dengan tingkat
pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sekitar +10,4%. Kenaikan volume ini berkorelasi lurus
dengan peningkatan nilai valuasi ekspor sebagaimana terlihat pada tabel 1, di mana nilai ekspor
non-migas menembus angka USD 1 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini tidak hanya
mencerminkan pemulihan pasca-pandemi, tetapi juga menunjukkan adanya peningkatan daya
saing komoditas perikanan Sulawesi Utara di pasar global. Berikut tabel 1 yang menyajikan
indikator utama pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)
sektor pertanian dan perikanan, nilai ekspor non-migas, serta kontribusi sektor tersebut terhadap
total PDRB Provinsi Sulawesi Utara periode 2021-2024.
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Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi & Kinerja Sektor Unggulan (2021-2024)

Indikator 2021 2022 2023 2024
Pertumbuhan Ekon
) 4,16 5,42 5,48 5,39
omi (Y-on-Y) (%)
PDRB ADHK Pertanian & Perikanan (Triliun Rp) 14,02 14,85 15,62 16,35
Nilai Ekspor Non-Migas (Juta USD) 890,21 967,30 855,10 1.050,4*
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perikanan (%) 21,86 21,55 21,20 20,95

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, "Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2022-2025".
Catatan: (*) Angka 2024 merupakan angka sementara berdasarkan akumulasi rilis bulanan BRS 2024.

Komoditas utama yang menjadi tulang punggung ekspor adalah tuna, cakalang, dan
pelagis kecil. Permintaan global terhadap komoditas ini terus meningkat seiring dengan tren
konsumsi protein sehat dan keberlanjutan sumber daya laut. Tuna dan cakalang, misalnya,
memiliki pasar yang luas di Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sehingga memberikan
peluang besar bagi Sulawesi Utara untuk memperkuat posisi sebagai salah satu eksportir utama
di kawasan timur Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya daya saing yang kuat
dari sektor perikanan daerah dalam menghadapi kompetisi global. Dengan demikian, komoditas
unggulan tersebut menjadi motor penggerak ekspor sekaligus simbol identitas ekonomi kelautan
Sulawesi Utara.

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah juga terlihat dari peranannya
dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Taufiqqurrachman et.al., 2026). Secara agregat,
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang lebih dari 20% terhadap PDRB
provinsi. Analisis regresi linier sederhana menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara
volume ekspor perikanan dan PDRB sektor perikanan, dengan nilai koefisien korelasi (R) lebih
dari 0,85. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan ekspor perikanan secara langsung
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, hasil analisis tersebut
memperkuat argumentasi bahwa sektor kelautan merupakan salah satu pilar utama
pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, sektor perikanan juga memberikan multiplier effect terhadap sektor lain, seperti
transportasi laut, industri pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan (Maulani et.al., 2022).
Peningkatan ekspor mendorong tumbuhnya industri cold storage, logistik, serta jasa ekspedisi
yang berbasis pelabuhan. Dengan demikian, sektor kelautan tidak hanya menjadi penggerak
utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir. Efek berganda ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sektor
perikanan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi lintas sektor. Dampak positif tersebut
menjadikan perikanan sebagai katalis pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, tantangan yang dihadapi tetap terdapat dalam implementasi ini. Salah satunya

adalah keberlanjutan sumber daya ikan yang menjadi isu penting dalam pengelolaan sektor
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perikanan. Pertumbuhan ekspor yang tinggi harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya
laut yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan overfishing. Oleh karena itu, kebijakan
pengelolaan perikanan berbasis kuota tangkap, sertifikasi ekolabel, serta penguatan pengawasan
laut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan
kelestarian lingkungan. Dengan langkah tersebut, Sulawesi Utara dapat memastikan bahwa

keberhasilan ekspor tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut di masa depan.

Kapasitas Fiskal Daerah dan Ketergantungan Transfer

Meskipun kinerja sektor riil, khususnya perikanan, menunjukkan tren positif, struktur
pendapatan daerah Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan besar. Analisis fiskal
menunjukkan bahwa pada tahun 2024, proporsi dana transfer dari pemerintah pusat terhadap
total pendapatan daerah mencapai 60,48%, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
masih berada di kisaran 30-38%. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat ini
menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini
memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi daerah dengan kapasitas
fiskal yang tersedia. Dengan demikian, meskipun sektor riil berkembang, kemampuan fiskal

daerah masih belum mampu menopang pembangunan secara mandiri.

Tabel 2. Kapasitas Ruang Fiskal Daerah (2021-2024)

Uraian (Dalam Miliar Rupiah) 2021 2022 2023 2024**
Pendapatan Daerah 3.920,5 4.051,2 3.8051 4.150,3
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.350,1 1.482,4 1.420,5 1.580,2
Pendapatan Transfer (TKD) 25504 25408 2.350,2 2.510,1
Rasio Ketergantungan Daerah (%) 65,05% 62,71% 61,76%  60,48%

Sumber : Diolah dari LKPD Pemprov Sulut dan BPS ”Sulawesi Utara Dalam Angka”.
Catatan: (**) Angka prognosa realisasi akhir tahun.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyoroti keterbatasan desentralisasi fiskal di
Indonesia. Lewis (2017) dan Martinez-Vazquez et al. (2017) menyebutkan bahwa meskipun
desentralisasi telah berjalan lebih dari dua dekade, banyak daerah di Indonesia masih
bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai belanja daerah. Hal ini menunjukkan
bahwa kapasitas fiskal daerah belum berkembang secara optimal, terutama dalam hal penggalian
potensi PAD. Ketergantungan tersebut memperlihatkan bahwa otonomi fiskal belum
sepenuhnya terwujud di tingkat daerah. Dengan kata lain, desentralisasi fiskal belum berhasil
mendorong kemandirian keuangan daerah secara signifikan (Wahyudi et.al., 2023).

Keterbatasan PAD berdampak langsung pada ruang fiskal yang sempit untuk belanja
modal produktif. Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan
untuk belanja pegawai dan belanja operasional rutin (Anugrah & Nurlaelah, 2025). Akibatnya,
investasi pada infrastruktur ekonomi biru, seperti pelabuhan perikanan, fasilitas pengolahan

hasil laut, dan sarana ekowisata bahari, relatif kecil dan bersifat sporadic (Khoiriyah, 2024).
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Kondisi ini menghambat percepatan transformasi ekonomi berbasis kelautan yang
berkelanjutan. Dengan demikian, potensi besar sektor kelautan belum sepenuhnya dimanfaatkan
untuk memperkuat struktur fiskal daerah (Widjaja, 2025).

Selain itu, ketergantungan pada transfer pusat juga menimbulkan risiko fiskal yang cukup
serius. Ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional atau penurunan penerimaan negara,
daerah dengan ketergantungan tinggi akan mengalami tekanan fiskal yang signifikan. Oleh
karena itu, strategi peningkatan PAD menjadi sangat penting untuk memperkuat kemandirian
fiskal daerah. Potensi PAD dari sektor kelautan sebenarnya cukup besar, misalnya melalui
retribusi pelabuhan, pajak usaha perikanan, dan pengembangan ekowisata bahari. Namun,
implementasi kebijakan yang efektif dan transparan masih menjadi tantangan utama dalam
mewujudkan hal tersebut.

Dengan demikian, meskipun sektor riil menunjukkan kinerja yang kuat, kapasitas fiskal
daerah masih lemah. Ketergantungan terhadap transfer pusat harus dikurangi melalui strategi
peningkatan PAD, diversifikasi sumber pendapatan, serta penguatan tata kelola fiskal. Tanpa
langkah-langkah tersebut, pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Utara akan sulit mencapai
keberlanjutan jangka panjang. Upaya penguatan fiskal harus dilakukan secara konsisten agar
pembangunan berbasis kelautan dapat berjalan lebih stabil (Mukaffi & Haryanto, 2022). Dengan
cara itu, Sulawesi Utara dapat memaksimalkan potensi ekonomi biru sekaligus memperkuat

kemandirian fiskal daerah.

Integrasi Blue Finance dalam Penganggaran Daerah

Integrasi konsep blue finance dalam penganggaran daerah merupakan langkah strategis
untuk memperkuat pembangunan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Konsep ini
menekankan pentingnya menghubungkan kebijakan fiskal dengan keberlanjutan sumber daya
laut yang menjadi aset utama daerah pesisir. Dengan adanya integrasi tersebut, pemerintah
daerah dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada
pertumbuhan, tetapi juga pada kelestarian lingkungan (Handini et.al., 2025). Pendekatan ini juga
memberikan peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru yang selama ini belum
sepenuhnya dimanfaatkan dalam kerangka fiskal daerah. Selain itu, integrasi blue finance dapat
meningkatkan daya tarik investasi dengan menekankan aspek keberlanjutan yang kini menjadi
perhatian global. Berdasarkan analisis dokumen dan literatur, terdapat beberapa komponen
utama yang harus diperhatikan dalam kerangka kebijakan blue finance.

Pertama, valuasi aset kelautan melalui natural capital accounting menjadi dasar penting
dalam perencanaan fiskal daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan nilai ekonomi
sumber daya laut secara lebih akurat dan terukur. Dengan mengetahui nilai riil aset kelautan,
pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data. Hal ini juga
memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih efisien serta mendukung pengambilan
keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan (Bhaskoro & Wijayanti, 2025). Valuasi aset

kelautan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kerugian ekonomi akibat degradasi
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lingkungan laut. Dengan demikian, natural capital accounting tidak hanya berperan dalam
perencanaan fiskal, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian risiko lingkungan.

Kedua, identifikasi proyek bankable harus dilakukan untuk memastikan adanya prioritas
pada proyek yang memiliki potensi ekonomi sekaligus dampak lingkungan positif (Prihatanti
et.al.,, 2025). Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan pelabuhan perikanan terpadu,
pengembangan industri pengolahan hasil laut, dan ekowisata bahari. Dengan adanya proyek
bankable, pemerintah daerah dapat menarik minat investor yang mencari peluang investasi
berkelanjutan (Rizaldi, 2024). Selain itu, proyek ini juga memperkuat daya saing daerah dalam
menghadapi kompetisi global di sektor kelautan. Identifikasi proyek yang layak investasi juga
membantu pemerintah daerah dalam menyusun portofolio pembiayaan yang lebih terstruktur.
Dengan cara ini, integrasi blue finance dapat berjalan lebih efektif karena didukung oleh proyek

yang memiliki prospek ekonomi dan lingkungan yang jelas.

Tabel 3. Proyeksi Skema Pembiayaan Blue Finance (Gap Analysis)

o . . Potensi Target
Proyek Prioritas ~ Estimasi Capex Sumber Revenue
. . Pendanaan Pendanaan .
Ekonomi Biru (Miliar Rp) . Pengembalian
APBD (Murni) Blue Bond
Sentra
Pengolahan Jasa Cold Storage
i 200,0 10% (DAK) 90%
Perikanan & Ekspor
(Bitung)
Infrastruktur s
. Retribusi Wisata
Ekowisata 150,0 20% (Banprov) 80% .
. & Pajak Hotel
(Likupang)
Revitalisasi
30% Blue Carbon
Terumbu Karang 50,0 70% .
(CSR/Grant) Credit
(Bunaken)
Total Kebutuhan 400,0 Defisit Tinggi Potensial Berkelanjutan

Sumber : Analisis Penulis berdasarkan Masterplan KEK Likupang & RPIMD.

Ketiga, desain instrumen pembiayaan menjadi aspek penting dalam mendukung
keberlanjutan fiskal daerah. Instrumen seperti municipal blue bonds, environmental impact bonds,
dan skema blended finance relevan untuk pembiayaan jangka panjang. Melalui instrumen tersebut,
daerah dapat memperoleh dana dari pasar modal dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu,
pembiayaan ini juga mengaitkan manfaat ekonomi dengan dampak lingkungan yang positif
(Muhammad et.al., 2025). Instrumen pembiayaan inovatif ini dapat memperluas basis pendanaan

daerah yang selama ini terbatas pada PAD dan transfer pusat (Cahyani et al., 2025). Dengan
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demikian, desain instrumen pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kapasitas
fiskal daerah secara berkelanjutan (Aryani & Nugroho, 2024).

Keempat, penguatan tata kelola menjadi syarat mutlak agar integrasi blue finance dapat
berjalan efektif. Transparansi penggunaan dana, pelaporan berbasis kinerja, dan audit
lingkungan harus diterapkan secara konsisten (Lau et.al., 2026). Tanpa tata kelola yang baik,
integrasi blue finance berisiko kehilangan kepercayaan investor maupun masyarakat (Lee etal.,
2020). Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi
kebijakan ini. Tata kelola yang kuat juga dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah
dalam mengelola instrumen pembiayaan inovatif. Dengan adanya tata kelola yang transparan,
integrasi blue finance dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi
biru (Wenhai et.al., 2019).

Instrumen municipal blue bond dinilai sangat relevan karena mampu mengaitkan
pembiayaan jangka panjang dengan manfaat ekonomi dan lingkungan sektor kelautan.
Instrumen ini memberikan peluang bagi daerah untuk mengakses sumber pembiayaan yang
lebih stabil dan berkelanjutan. Studi empiris di negara lain menunjukkan bahwa obligasi tematik,
seperti green bonds dan blue bonds, mampu menarik investor institusional sekaligus menurunkan
biaya modal proyek berkelanjutan (Flammer, 2021; Tolliver et al., 2020). Dengan demikian, blue
bond dapat menjadi instrumen strategis bagi daerah pesisir di Indonesia. Selain itu, penerapan
blue bond juga dapat memperkuat reputasi daerah sebagai pelopor pembangunan berkelanjutan.
Hal ini menjadikan blue bond bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga simbol komitmen
terhadap keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, penerbitan obligasi daerah telah memiliki dasar hukum, namun
pemanfaatannya masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk mengembangkan
instrumen blue finance masih terbuka lebar. Sulawesi Utara dapat memposisikan diri sebagai
daerah perintis penerbitan blue bond dengan underlying asset sektor perikanan dan pariwisata
bahari. Jika berhasil, langkah ini tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga
menjadikan Sulawesi Utara sebagai model integrasi blue finance di tingkat nasional. Keberhasilan
tersebut dapat mendorong daerah lain untuk mengadopsi kebijakan serupa dalam mendukung
pembangunan ekonomi biru. Dengan demikian, Sulawesi Utara berpotensi menjadi pionir dalam

praktik fiskal berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Utara memiliki
kinerja ekonomi yang kuat, tercermin dari pertumbuhan ekspor dan kontribusinya terhadap
PDRB daerah, namun belum diikuti oleh peningkatan kapasitas fiskal yang sepadan akibat
dominasi dana transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah, sehingga terjadi kesenjangan
struktural antara dinamika sektor riil dan sistem penganggaran daerah yang membatasi ruang
investasi strategis ekonomi biru. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang
relatif pendek dan penggunaan model regresi sederhana, sehingga belum sepenuhnya

menangkap dinamika kausalitas jangka panjang, variasi antar kabupaten/kota, maupun faktor
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kelembagaan dan politik fiskal yang lebih kompleks. Oleh karena itu, direkomendasikan agar
pemerintah daerah mulai mengintegrasikan konsep blue finance secara sistematis melalui valuasi
aset kelautan, penyiapan proyek yang bankable, serta pengembangan instrumen pembiayaan
inovatif seperti municipal blue bonds dan skema blended finance yang didukung tata kelola
transparan dan regulasi adaptif, sementara penelitian selanjutnya perlu menggunakan data
panel yang lebih panjang dan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif untuk

memperkuat dasar perumusan kebijakan pembiayaan ekonomi biru di tingkat daerah.
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